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PAJAK WARGA NEGARA ASING

A. PENGERTIAN PAJAK WARGA NEGARA ASING
1. Pengertian Pajak
Untuk melengkapi dan mempertegas definisi
tentang pajak, berikut ini penulis mengemukakan
beberapa definisi pajak sebagal berikut:
a. Definisi Prof. Dr. Andriani, yang dikutip oleh
Drs. Hamdan Aini menvyatakan:
Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib mem-
bayarnya menurut aturan—aturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjuk dan vyang gunarnya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran Qmum berhubungan dengan
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
(Hamdan Aini, 1993: 1).
b. Def;nisi menurut Rahmat Scemitro, menyatakan:
‘1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-Undang yvang tiada prestasi
atau imbalan jasa yang langsung, dan dapat

digunakan untuk membiayai keperluan umum.
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2. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak
rakyat kepada kas negara  untuk membiayai
pengeluaran rutin dan surplus  kasnya untuk
saving yang merupakan sumber pertama mem-—
biayai investmen (Rahmat Soemitro, 1994).

c. Definisi menurut Prof. Dr. MJH. Smeethts vang
dikutip oleh Bohari, vaitu:

Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutama

melalui norma—-norma umum, dan yang dapat dipak-—

sakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat
ditunjukkan galam hal individual, maksudnya

adalah membiayal pemerintah ( Hohari, 1993: 20).

d. Definisi menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya

(dalam disertasinya yang berjudul "Pajak berda-—

sarkan asa gotong royong"} yang dikutip oleh

Bohari, vaitu:

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau

barang vyang dipungut oleh penguasa berdasarkan

norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi
barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejah-

teraanm umum ( Bohari, 1993: 20).
2. Pengertian Warga Negara Asing

Warga negara asing adalah merelka yang tidak memili-

ki kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-
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Urndang kewarganegaraan Indonesia vang berlaku
(Hamdan Aini, 1993: 208).

Dari beberapa definis) tentang pajak dan  wzrgs

negars asing terebut di atas, maks dapel dhrambi |

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak warga negsre a2zt opinigqut olehk FiSpent & .
2. Penbayvara; 1Y dddaleh  berdasaryan Undang-tindang

atau peEraturan yand st olel pemerintah.

A, Faediak wargae negara asang 1ni adalah merupakan iuran
Wattilbh, dalam arti bahwa apabils kewajiban itu tidak
dilaksanakan, malka derngan sendirinya dapat dipaksa-
ban,

4. llarmg vang diltumpulkan oleh negara tersebut diguna-

karn  urmtuk memblayal pengeluaran umum yang berguna

untuk rakyat,

B. WARGA NEGARA DAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESI1A

Warge negarasa meliput:y semnus orang vyang bertempat
tinggal tmenetap) di dalam wilayalh kekuasaan rnegara
dar tunduk pada kekuasaan negera tersebut (Salim Ali
Albahnasawi:, [994: @),

Pada permulaannya warga negara hanya terdiri dari
Orang~orang dari satu keturunan yang berasal dari satu
nenek  moyang. Dalam hal inj faktor terpenting adalah

pertalian darah, akan tetapi wilayah negara i1tu dida-
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tangi aoleh orang-orang dari negeri lain Yang mempunyai
nenek moyang yang berbeda pula. Sekarang faktor ber-
tempat tinggal turut  menentulan apakah seseorang
termasuk dalam pengertian rakyat dari negara tersebut
atau tidak. Adapun orang-orang vang berada dalam
wilayah suatu negara dibagi atas dua golongan:
1. Pendudulk
Penduduk adalsh mereka vyang telah memenuhi syarat—
syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan
negara  vang bersangkutan diperkenankan mempunyai
tempat tinggal pokok (Domicili) dalam wilayah
negara itu,
2. Bukan Penduduk
Bukan penduduk ialah mereka vang berada dalam
wilayah negara untuk sementara waktu dan vang tidak
bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu.
Dengan demikian penduduk dapat dibagi atas dua
golongan yaitu:
1. Warga Negara
Warga negara adalah setiap orang yang menurut
Undang-Undang Kewarganegaraan adalah termasuk warga
negara.
2. Warga Negara Asing
Warga negara asing adalah Orang-orang vyang tidak

mempunyai kewarganegaraan Indonesia (berdasarkan
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Undang-Undang Kewarganegaraan RI: UU No. 62 tahun
1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113).

Pembagian tersebut di atas adalah penting di
dalam hukum publik, terutama hukum tata negara untuk
penentuan hak-hak dan kewajiban mereka misalnya:

a. Hak Pilih
- Hak pilih aktif (hak memilih dalam pemilihan

umum) .

= Hak pi1lih pasif (hak dipilih)
b. Hak di lapangan hukum publik, vaitu hak-hak untuk
menjabat pewagai negeri, tentara, anggota partai
politik dan lain-lain.
Menurut 1.5 (Indiche Statsregeling) pasal 163
ayat 1, penduduk Indonesia dibagi dalam tiga golongan
penduduk vaitu:
1. Golongan Eropa
&. Bangsa Belanda
b. Bukan bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya
dari Eropa.

c. Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perda-
gangan) .

d. orang-orang yang berasal dari negara lain yang
hukum kekeluargaannya sama dengan hukum keluarga
Belandsa (Amerika, Australia, Rusia, Afrika

Selatan).
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€. Keturunan mereka.
2. Golongan Timur Asing

a. Golongan Cina

b. Golongan timur asing bukan Cina (orang Arab,
India, Pakistan, Mesir dan lain—-lain).

3. Golongan Bumi Putra (Indonesia)

a. Orang-orang Indoneisa asli serta keturunannya
yang tidak memasuki golongan rakyat lain.

b. Orang yang mula-mula termasuk golongan—-golongan
rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan diri
dan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.

Pembégian ke dalam tiga golongan tersebut sebe-—
nNarnya sudah sesuai dengan keadaan sekarang ini, akan
tetapi dalam lapangan hukum perdata terutama sekali
diperlukan pembagian golongan semcam itu, namun bagi
seluruh golongan tersebut berlaku hanya satu hukum
pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indo-
nesia yvang hberlaku sejak tahun 19189, (Salim Ali Albah-—
nasawi, 19%945: 2).

Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Ri
mengeluarkan peraturan tentang kewarganegaraan yaltu
UU No. 3 tahun 1946. Mernurut Undang-Undang itu perndu-—
duk negara ialah mereka yang bertempat tinggal di
Indonesia selama satu tahurn berturut-turut. Selan-

Jutnya disebutkan, bahwa yang menjadi warga negara
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Indonesia pada pokoknya ialali:

1. Penduduk asli dalam negara H1, termasuk anak—-anak
dari penduduk asli itu.

2. Istri seorang warga negara Indonesia.

3. Keturumnan dari seorang wargs negara  yang kawin
dengan wanita warga negara asing.

4. Anak-anak vyang lahir dalam daerah RI vang oleh
orang tuanya tidak diakui dengan cara yang sabh.

9. Anak-anak vyang lahit dalam daerah Indonesia dan
tidak diketahui siapa orang tuanva.

&. Anak-anak vyang lahir dalam waktu 300 hari setelah
ayahnyé, Yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia
meninggal.

7. Orang bukan penduduk asli yang plaing akhir telah
bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun
berturut-turut, dam telah berumur 21 tahun atau
telah kawin. Dalam hal ini apabila berkeberatan
untuk menjadi warga negara Indonesia, ia boleh
menolak dengan keterangan, bahwa ia adalah warga
negara dari negara lain.

8. Masuk menjadi warga negara Indonesia dengan jalan
Pewarganegaraan (naturalisasi).

Seseorang warga negara asing yang ingin menjadi
warge negara RI dengan cara pewarganegaraan (naturali-

sasi) harus mengajukan permohonan  kepada Menteri
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b. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia,
serta bersama dengan permohonan itu harus disampai-
kan bukti-bukti tentang umur, persetujuan istri,
kecakapan berbahasa Indonesia dan lain-lain.

Jika permohomnan itu diterima, maka pemohon harus
mengucapkan sumpah atau janji setia di Pengadilan
Negeri. Kemudian Menteri Kehakiman mengumumkan pewar-—
ganegaraan itu dengan menempatkan keputusannya dalam

Berita Negara. (Salim Ali Abahnasawi, 199&6: 19).

C. DASAR HUKUM PAJAK WARGA NEGARA ASING

Dasar hukum yang melandasi diberlakukannya Un-
dang-Undang pajak warga negara asing adalah Undang-
Undang No. 74 tahun 1958, yang kemudian diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Na. 87 tahun 1958.

Pertama kali Undang-lUndang pajak warga negara
asing diatur melalui Undang-Undang Darurat (U-Drt) No.
16  tahun 1957 (Lembaran Negara No. 63 tahun 1957) .
Sampal saat ini namanya tidak berubah, disebut sebagai
pajak warga negara asing. Berdasarkan Undang-Undang
No. 10 tahun 1948 jo Peraturan Femerintah No. 5 tahun
1968, pajak warga negara asing diserahkan kepada
daerah. Jadi sejak tahun 1948 pajak warga negara asing

telah menjadi bagian dari pajak daerah.
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Pada prinsipnya, bangsa asing yang ada di Indone-
sia mendapat suatu tempat untuk berdiam di Indonesia.
Disamping itu mereka mendapat suatu hak untuk mencari
rnafkah di negara Indonesias vang berarti mereka mempun-—
yal persaingan terhadap bangsa Indonesia. Pada umumn-
ya, bangsa asing yang datang ke Indonesia tergolong
dalam kelas yang "Mempunyai'" atau bermodal atau seti-
dak-tidaknya mempunyai kedudukan yang jauh lebih dari
bangsa Indonesia. Selanjutnya mereka di Indonesia
mendapat pula perlindungan dari pemerintah mengenai
harta benda dan keselamatan dirinya. Oleh karena itu,
kiranya sudah sewajarnya apabila bangsa asing vang ada
di Indonesia yang mendapat hak-halk seperti disebutkan
di atas, dapat berpartisipasi untuk pengeluaran negara
dalam hal sumbangan dalam bentuk pajak. (Azhari A.
Samudra, 1995: 184).

Dengan adanya pajak bangsa asing ini, maka dapat
pula diketahui belakang hari, bangsa asing yang tidak
mampu dan tidak cukum mempunyali mata pencaharian di
Indonesia, karena hanya merupakan beban bagi bangsa
Indonesia.

Di kota-kota besar di Indonesia, frekfensi bangsa
asing vyang menetap cukup tinggi, baik bangsa asing
yang menetap tinggal sebagai penduduk maupun sebagai

tenaga kerja yang bekerja secara temporer (berkala)
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kepada provek swasta atau dalam bidang lainnya vyang
merupakan upaya vyang memerlukan peningkatan pengenda-—
lian secara cermat. Keberadaan bangsa asing merupakan
potensi yang perlu diintensifkan pemungutan pajaknya,
meski pemungutannya tidak semata-mata hanya berfungsi
sebagai upaya untuk mendapatkan pajak saja
(Budgatery), akan tetapi berfungsi pula sebagai alat
pengantar pengendalian dan perngawasan terhadap bangsa

asing. (Azhari A. Samudra, 1995: 185).

D. KETENTUAN PAJAK WARGA NEGARA ASING
Ketentuan pajak warga negara asing ditentukan
antara lain:
1. Subyek Pajak

&. subyek pajak bangsa asing adalah orang-orang
warga negara asingyang tinggal di Indonesia.

b. Warga negara asing berdasarkan Undang-Undang
kewarganegaraan Indonesia vyang berlaku.

c. Kepala keluarga atau yang dianggap demikian oleh
Undang-Undang, bertanggung jawab atas pembayaran
pajak baik untuk dirinya sendiri atau untuk
keluarga vang menjadi tanggungannya. ({ Hamdan
Aini, 1993: 207).

2. Wajib Pajak

Yang menjadi wajib pajak bangsa asing adalah semua
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bangsa asing yang bertempat tinggal atau berada di

dalam suatu wilayah, dengan kategori vyaitu:

a. Bangsa asing yang bertempat tinggal atau berada
dalam wilayah Indonesia untuk jangka waktu lebih
dari 90 hari.

b. Banmgsa asing yang meninggalkan wilayah Indonesia
untuk sementara waktu, tidak melebihi waktu 90
hari terhitung dari saat bangsa asing itu menig-—
galkan wilayah Indonesia.

c. Bangsa asing yang berada di Indonesia yang tidak
dapat dikenakan pajak di daerah lain, maksudnya
bangsa asing Qang ternyata tempat tinggalnya di
Indonesia tidak menentu, misalnya berpindah dari
suatu kota atau atau daerah di Indonesia, maka
maka bangsa asing itu dianggap sebagail bertempat
tinggal di Indonesia. (U No. 10 tahun 1964).

3. Mulai dan Berakhirnya Wajib Pajak

a. Kewajiban pajak dimulali pada waktu:

- Warga negara asing itu dilahirkan di Indonesia

- Warga negara asing itu mulai bertempat tinggal
di Indonesia.

- Pada saat seseorang yang semula warga negara
Indonesia memperoleh kewarganegaraan asing.

b. Kewajiban pajak berakhir pada saat seseorang

vang berkewarganegaraan asing itu:
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- Meninggalkan wilavyah Indonesia untuk selama-
lamanya.

- Meringgal dunia

- Memperoleh kewarganegaraan Indonesia berda-
sarkan Undang-Undang vyang berlaku ( Hamdan
Aini, 1993: 208).

4. Penanggung Pajak
a. Pajak warga negara asing dikenakan kepada Kepala

Keluarga

Yang dimaksud kepala keluarga disini adalah:

- Suami untuk istri dan anak-anaknya (anak
kéndung, anak tiri, anak angkat dan anak-anak
lainnya vang merupakan keluarga yang sedarah
atau semenda dari suami.

- Wanita dewaca Yang berstatus janda, untuk
anak—anaknya (anak kandung, anak tiri, anak
angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup
umur  yang merupakan keluarga sedarah atau
semenda dari bekas suami).

- Lelaki atau wanite vang meskipun belum cukup
umue tetapl sudah mempunyal penghasilan sen—
cd3ry, dan atau tidak dapat membuktikan bahwa
kehidupannya ditanggung oleh orang tuanya.

- Lelaki atau wanita yang sudah (pernah) kawin,

juga dalam hal umur mereka kurang dari 21
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tahun.

- lIstri vyang kawin dengan perjanjian menurut
pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHP) atau perjanjian vang memiliki kekuatan
hulkum yang sama.

- Lelaki atau wanita vyang sudah cukup umur, bagi
dirinya masing-masing.

- Wali untuk anak-—anak bamngsa asing yang belum
dewasa dan tak beravah dan tak beribu.

- Wanita kawin yang hidup terpisah menurut hukum
setelah awal pajak.

5. Tarif Pajak Bangsa Asing
Tarif pajak bangsa asing ditentukan sebagai beri-
kut:
a. Kepala keluarga atau arang yang dianggep demi-
kian Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
b. istri atau istri-istri kepala keluarga beserta
anggota keluargsa yang sudah dewasa, tiap orang
Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
€. Anak—-anak yang belum dewasa dan anggota keluarga
selain dimaksud No. 2, setiap orang Rp. ?.000, -

(sembilan ribu rupiah).

6. Masa Pajak Bangsa Asing
Masa pajak adalah dua belas bulan berturut-

turut vang merupakan tahun pajak, dimulali 1 Januari
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dan berakhir tanggal 31 Desember. Jika kewajiban
pajak dimulai setelah awal masa pajak. maka pajak
akan dikenakan untulk sebagian dari masa pajak 1itu,
dihitung berdasarkan bulan-bulan sisa dari masa
pajak yang bersangkutan.
Contoh:
Tuan A warga negara asing Singapura danm tinggal di
wilayah Indonesia pada tanggal 5 April 1997. Maka
Tuan A dikenakan pajak bangsa asing dari bulan April
1997 sampai tanggal 31 Desember 1997, vakni 9 bulan.
Perlu UﬁtuF diketahui, bahwa bagian dari bulan
harus"dihitung satu bulan penuh, untuk penetapan
pajak.
Contoh:
Tuan A warga negara asing dari Thailand datang ke
wilayah Indonesia untuk menetap pada tanggal 31
Maret 1997, maka untuk bulan Maret dihitung satu
bulen penuh. (Azhari A. Samudra, 1995: 197).
7.Pembebasan Pajak Bangsa Asing
Mereka yang dibebaskan pajak bangsa asing
adalah sebagail berikut:
a. Bangsa asing vyang bekerja pada pemerintah
Republik Indonesia, ialah mereka vyang secara
teratur mendapatkan gaji honorarium negara dan

atau keuangan daerah, karena mereka melakukan
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pekerjaan dalam hubungan jabatan.

b. Anggota Korp Diplomatik, konsuler, dan lain—-lain
wakil negara asing beserta pembantu-pembantunya,
dan mereka vyarng bekerjae dan bertempat tinmggal
bersama-sama dengan mereka, asalkan mereka tidak
melakukan usaha atau pekerjaan bebas di
Indonesia.

c. Pegawai sipil dan militer dari Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dari negara
asing.

d. Anggota organisasi Internasional vang ditetapkan

sesuali dengan ketentuan vang berlaku.

€. Bangsa asing yang ada di Indonesia untuk semen—
tara waktu, termasuk juga pelancong-pelancong,
asal tidak melebihi jangka waktu 90 hari, dihi-

tung saat kedatangarnya.

f. Bangsa asing yang menjalankan riset di Indonesia
untuk kepentingan ilmu pengetahuan, yang menurut
Keputusan Menteri Keuangan tidak untuk tujuan
komersial.

g. Bangsa asing bekas pegawal Republik Indonesia dan
Janda bekas pegawal tersebut, yang menerima
tunjangan atau pensiunan yang dibebankan kepada
keuangan negara atau dana pensiun  RI, dengan

syarat bahwa mereka tidak mendapatkan penghasilan
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lain yang berasal dari perusahaan atau pekerjaan

bebas atau hubungan dinas.

h. Rohaniawan bangsa asing yang ditetaplkan sesual
dengan ketentuan yang berlaku.

i. Bangsa asing vang ditugaskan oleh negars urntuk
mengikuti pendidikan di Indonesia.

j. Bangsa asing yang menurut pertimbangan Gubernur
Kepala Daerah patut dikecualikan dari pengenaan
pajak bangsa asing. (Hamdan Aini, 1993: 209).

8. Peningkatan Pengawasan Koordinasi, Komunikasi dan

Operasiocnal.

a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi pendaf-
taran bangss asing.

- Setiap warga negara yang datang dan masuk ke
wilayah RI vyang bertugas Short VMisitor yang
berada selama 3 bulan atau lebih, maupun yang
berstatus sEml permanen, sebelumnya harus
mendaftar di kantor Imigrasi dengan memperhati-
kan ketentuan-—-ketentuan yang ada.

- Kepala Kantor Imigrasi menyerahkan kepada
Kepala Kantor Urusan Kependudukan, data dan
informasi hasil—-hasil pendaftaran, paling
sedikit seminggu sekal1i.

- Kepala Kantor Llrusan Kependudukan memban tu

mengerjiakan pengisian SPT (Surset Pemberitahuan)
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pajak bangsa asing dengan menggunakan bahan
keterangan tersebut di atas,

- Kepala Kantor Urusan Kependudukan menyerahlkan
SPT pajak bangsa asing yang telah selesai diisi
kepada kepala dinas pajak dan pendapatan untuk
ditetapkan ketetapan pajaknya.

- Kepala Kantor Urusan Kependudukan dan Kepala
Kantor Imigrasi secara timbal balik memberikan
informasi dan mengerjakan pendaftaran setiap
terjadi mutasi warga negara asing dan atau
perubahan status mereka termasuk kelahiran,
pengakuan anak, perkawinan, perceraian, kema-—
tian, pindah alamat, perubahan pekerjaan, dan
sebagainya.

- Kepala Kantor Urusarn Kependudukan dan Kepala

Kantor Imigrasi membuat kartu orang dan kartu
alamat bagi warga T€gara  asing yang telah
tedaftar dan menektap, dergan memperhatikan

ketentuarn di atas.

- Kepala Kantor Urusan kependudukan memban tu
mengerjakan SPT  pajak bangsa asing dengan
menggunakan bahan keterangan di atas.

- Kepals Kantor Urusan Kependudukan menyerahkan
SPT pajak bangsa asing yang telah diisi kepada

kepale dinas pajak dan pendapatan untuk dite-—
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tapkan pajaknvya.

b. Koordimnasi Pengawasan Bangsa Asing
Langkah—-langkah koordinmasi pengawasan bangsa
asing adalah sebagal berikut:

- Kepala Kantor Imigrasi hendaknya meneliti surat
keterangan tanda pembayaran pajak bangsa asing
sebelum menerbitkan surat pendaftaran orang
asing dan atau perjanijian izin tinggal untuk
jangka waktu 3 bulan atau lebih.

- Kepala Kantor Imigrasi melapor kepada Kepala
Dimas Pajak yang ditunjuk untuk tugas tersebut.
Isi laporan tersebut menyangkut warga negara
asing vang belum memenuhi kewajiban pembayaran
pajaknya, agar mernylesaikan pajak bangsa asing
vang dikenakan kepadanva.

- Kepala Kantor Imigrasi meneliti surat keteran-
gan tande lunas pembayaran pajak bangsa asing
vang dikeluarkan oleh kepala dinas pajak dan
pendapatan beszrta surat penghapusan
pendaftaran orang asing yang dikelurakan oleh
Kepala Urusan Kependudukan.

c. Bimbingan Pelaksana

Wakil Kepala Dagrah bidang Ekku dibantu
oleh Kepala pemerintahan, brkewajiban membina dan

mengembanglkan koordinasi tersebut pada ketentuan-
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ketentuan di atas, serta bsritanggung jawab menge-
rnai hal itu kepada Gubernur Kepala Daerah.
2. Tindak Pidana dan Sanksinys

Sanksl  perpajaskan merupakan  Jaminan bahwa
Fetentuan  peraturan  perundeng-undangan perpajakan
(norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi
atau bise dengan kata lsin, sanksi perpajakan meru-—
palan alat pencegab (preventif} agar wajib pajak
tidak melanggar norma perpajakan.

Di dalam Undang-Undang Perpajakan, dikenal 2
macam sanksi, yaitu sanksl administrasi dan sanksi
pidana. Ancaman terhadap suatu norma, ada vang
diancam dengan sanksi administrasi saja, dan ada
pula yang diancam dengan sanksi pidana saja, bahkan
asda pula  yang diancam dengan sanksi  kedua-—-duanya
yallbu dikenal sanksi administrasi dan sanksi pidana.

FPerbedasan sankeil administrasi dan sanksi
pidana adalah cebagai berilkut:

a. Sanksi Administrasi

Adalal merupakan pembayaran  kerugian kepada

‘megara, khususnys yang berupa bunga dan kenaikan.
b. Sanksi pidana

Adalah  merupakan siksaan ateau penderitaan vyang

merupalan suatu alat terakhir atau benteng hukum

yang digunakan fiskus agar norma perpajakan
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dipatuhi.

Ketentuan sanksi administrasi dan sanksi
pidana dslam peratudan pejak warga negara asing
adalah:

1. Wajib pajak vang terlambat menyampaikan surat
pemberitahuan, maka baginya dapat dikenmai sanksi
administrasi vaitu denda tambahan 100% dari
jumlah pajaknya.

2. Wajib pajak yang terlambat membayar, maka baginvya
dikenakan sanhksi pidana kurunagan selama-—lamanya

bulan atag sanks1 administrasi berupa denda

sebanyal—-banyaknya 25% dari jumlah pajaknya.

3, MWajib pajak vang terlambabt melapor kepada pejabat

dasrah tentsng keberadaannya, maka baginya dapat
divenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3
bulan atau sanbksi adminicstrasi berupa denda
zebanyak-banvyaknya 1007 dari jumlah pajaknya.

{Azhari A. Samudra, 1995: 1920).
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